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BAB II 

TINJAUAN KONSEPTUAL  

A. Tinjauan Umuml tentang Tindak Pidana  

1. Pengertianl Tindak Pidanal  

Tindakl pidana memiliki pengertianl yangl abstrakl dari peristiwal-

peristiwa kongkritl dalam hukuml pidana, ldengan demikian tindakl pidana 

lharuslahl diberikan artil yang lbersifatl ilmiah danl lditentukan denganl jelas 

untukl dapatl memisahkanl dengan istilahl yangl dipakail sehari-haril dalaml 

kehidupanl masyarakat.26 Istilahll tindak pidanal atau delikll dalam bahasal 

Belanda disebutll strafbaarfeit, terdiril atasl tigal kata, yaitul lstraf, baarl dan lfeit. 

lMasing-masingl memiliki artil strafl artinyal pidana danl lhukum, baarl artinya 

ldapatl dan lboleh, dan lfeitl diartikan lsebagai tindak, llperistiwa, pelanggaran ldan 

lperbuatan.27  

Tindakl pidana terjemahanl dari kalimat “strafbaarl feit” yaitu 

perbuatanl yang dilarangl oleh suatul aturan hukuml larangan denganl mana 

disertail ancaman yangl berupa pidanal tertentu, bagil barang siapal yang 

melanggarl larangan ltersebut. Kitab Undangl-Undang Hukuml Pidana (KUH 

Pidana) sendiri tidakl menjelaskan mengenai apal sebenarnya yangl dimaksud 

denganl strafbaarfeit itu lsendiri.28 Tindak pidanal juga dapat diistilahkan 

dengan delikl yang berasall dari bahasal Latin yaknil kata ldelictum.  

                                                 
26 Ariman, M. Rasyid  &  Raghib, Fahmi., Hukum  Pidana,  Malang: Setara Press, 2016, 

hal. 58. 
27 Kartonegoro, Diktat Kuliah Hukum Pidana, Jakarta: Penerbit Balai Lekture Mahasiswa, 

2005, hal. 62. 
28 Ibid, hal. 58. 
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Delik dalam kamus bahasa Indonesia didefinisikan sebagai perbuatanl 

yang bisa dikenakanl hukuman karenal merupakan pelanggaranl terhadap 

undangl-undang tindakl pidana. Menurut Teguhl Prasetyo, delikl yaitu 

perbuatanl yang melanggarl hukum dilakukanl dengan kesalahanl oleh orangl 

yang mampul bertanggung jawabl dan pelakunyal diancam denganl pidana.29 

Moeljatnol menggunakan istilahl perbuatan pidanal yang didefinisikanl sebagai 

perbuatanl yang dilarangl oleh suatul aturan lhukum, larangan itul disertai 

ancamanl berupa pidanal tertentu bagil barang siapa melanggar laranganl 

tersebut.30 

Tindakl pidana sebagail terjamahan strafbaarfeitl menunjukkan 

pengertianl gerak-gerikl tingkah lakul seseorang, diketahuil istilah strafbaarfeitl 

telah diterjemahkanl ke dalaml Bahasa Indonesial yang menimbulkanl berbagai 

larti, umpamanya sajal dapat dikatakanl sebagai perbuatanl yang dapatl atau 

bolehl dihukum, peristiwal pidana, perbuatanl pidana, tindakl pidana. Vanl 

Hamel mengartikanl strafbaar itul adalah samal dengan perumusanl Simons, 

tetapil Van Hamell menambahnya denganl kalimat bahwal kelakuan itul harus 

patutl dipidana. Jadil tindak pidanal adalah perbuatanl yang melanggarl hukum 

danl dapat dikenakanl sanksi bagil barang siapal yang lmelakukannya.31  

Pembentukl undang-undangl dalam perundangl-undangan menggunakanl 

perkataan “tindakl pidana” sebagail terjemahan daril “strafbaar lfeit” tanpa 

                                                 
29 Prasetyo, Teguh, Hukum Pidana, Edisi Ke-1, Cetakan Ke-6, Jakarta: Grafindo Persada, 

2015, hal. 217. 
30 Chazawi, Adami, Pelajaran  Hukum  Pidana,  Jakarta: Raja  Grafindo  Persada, 2012, 

hal. 71. 
31 Sastrawidjaya,  Sofjan,  Hukum  Pidana  Asas  Hukum Pidana, Jakarta: Armico, 2015, 

hal. 113. 
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memberikanl suatu penjelasan mengenail apa sebenarnyal dimaksud denganl 

perkataan “tindakl pidana” ltersebut. Secara harfiahl perkataan tindakl pidana 

dapatl diterjemahkan sebagail suatu kenyataanl yang dapatl di lhukum. Akan 

ltetapi, diketahui bahwal yang dapatl di hukuml sebenarnya adalahl manusia 

sebagail pribadi danl bukan lkenyataan, perbuatan, ataupunl tindakan. 

Tindakl pidana ialahl suatu tindakanl pada ltempat, waktu danl keadaan 

tertentul yang dilarangl (diharuskan) danl diancam denganl pidana olehl undang-

lundang, bersifat melawanl hukum, sertal dengan kesalahanl dilakukan olehl 

seseorang (mampul bertanggung jawabl).32 Istilah lainl dalam bahasal Indonesia 

sebagail hasil pemikiranl ahli hukuml di lIndonesia, dalam menggantil 

“strafbaar lfeit” adalah perbuatanl yang dapatl dihukum, peristiwal pidana, 

perbuatanl pidana, danl tindak lpidana. 

Berdasarkan uraian tersebutl di latas, dapat disimpulkan tentangl tindak 

pidanal yaitu tindakanl atau perbuatanl yang harusl memenuhi persyaratanl-

persyaratan ataul harus memenuhil atau mengandungl unsur-unsurl yang telahl 

ditetapkan secaral rinci dalam ketentuanl-ketentuan hinggal apabila tindakanl 

atau perbuatanl itu tidakl memenuhi salahl satu unsurl atau gambaranl yang 

ditetapkanl oleh ketentuanl hukum, makal perbuatan ataul tindakan itul bukan 

tindakanl pidana. Jadil seseorang dikatakanl melakukan tindakl pidana adalahl 

adanya perbuatanl hukum, perbuatanl orang tersebutl sesuai denganl yang 

digambarkanl ketentuan lhukum, orangnya harusl dapat 

                                                 
32 Effendi, Erdianto, Hukum Pidana Indonesia; Suatu Pengantar, Bandung: Rafika 

Aditama, 2012, hal. 99. 
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ldipertanggungjawabkan, perbuatan itul bertentangan denganl hukum, danl 

orangnya harusl bersalah.  

 
2. Unsurl-Unsur Tindakl Pidana  

Tindakl pidana merupakanl perbuatan manusial yang dilarangl oleh 

aturanl hukum. Berdasarkanl kata majemukl perbuatan lpidana, maka pokokl 

pengertian adal pada perbuatanl itu, tapil tidak dipisahkanl dengan lorangnya. 

Ancaman pidanal mengambarkan bahwal tidak mestil perbuatan itul dalam 

kenyataannyal benar-benarl dipidana. Pengertianl diancam pidanal merupakan 

pengertianl umum, yangl artinya padal umumnya dijatuhil pidana.33 Menurutl 

Kanter danl Sianturi bahwal tindak pidanal mempunyai 5l (lima) unsurl-unsur 

tindakl pidana, yaitu:  

a. lsubjek,  

b. lkesalahan,  

c. bersifatl melawan hukuml dari suatu tindakan,  

d. suatul tindakan yangl dilarang ataul diharuskan olehl undang-undangl dan 

terhadapl pelanggarannya diancaml dengan lpidana, dan  

e. lwaktu, tempat, danl keadaan (unsurl objektif lainnyal).34  

Tindakl pidana dil dalam Kitabl Undang-Undangl Hukum Pidanal (KUH 

Pidana) pada umumnyal dijabarkan kel dalam unsurl-unsur yangl terdiri daril 

unsur subjekifl dan unsurl objektif. Adapun penjelasannyal sebagai lberikut: 

                                                 
33 Chazawi, Adami, Op Cit, hal. 79. 
34 Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, Jakarta: Rineka Cipta, 2016, hal. 60.. 
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a. Unsurl Objektif, yaitul unsur yangl terdapat dil luar sil pelaku. Unsurl-unsur 

yangl ada hubungannyal dengan lkeadaan, yaitu dalaml keadaan-keadaan dil 

mana  tindakanl-tindakan si  pelakul  itu  harusl  dilakukan  terdiril dari, 

yaitul sifat melanggarl hukum, kualitasl dari sil pelaku (misalnyal keadaan 

sebagail pegawai negeril di dalaml kejahatan jabatanl menurut Pasall 415 

KUH Pidana ataul keadaan sebagail pengurus ataul komisaris daril suatu 

perseroanl terbatas dil dalam kejahatanl Pasal 398l KUH Pidana), dan 

kausalitasl yaitu hubunganl antara suatul tindakan sebagail penyebab denganl 

suatu kenyataanl sebagai lakibat. 

b. Unsurl subjektif, yaitul unsur yangl terdapat ataul melekat padal diri sil 

pelaku, ataul yang dihubungkanl dengan diril si pelakul dan termasukl di 

dalaml hatinya unsurl ini terdiril dari: kesengajaanl atau lketidaksengajaan, 

maksud padal suatu percobaanl (Pasal 53l ayat (1l) KUH Pidana), macam-

macaml maksud (sepertil terdapat dalaml kejahatan-kejahatanl pencurian, 

lpenipuan, pemerasan, danl sebagainya), merencanakanl terlebih dahulul 

(Pasal 340l KUH Pidana yaitu pembunuhanl yang direncanakanl terlebih 

dahulul), perasaan takutl (Pasal 308l KUH Pidana), dan mampul 

bertanggung ljawab.35 

Unsurl-Unsur dalaml tindak pidanal ini sebenarnyal adalah untukl 

melengkapi kembalil atau menjelaskanl mengenai jenisl dan ruangl lingkup 

perbuatanl manusia yangl dapat dikenail aturan lhukum. Tanpa memandangl 

apakah keputusanl untuk melakukanl tindak pidanal tersebut timbull dari dirinyal 
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sendiri ataul tidak karenal gerakan olehl pihak lketiga, orang yangl dapat 

dinyatakanl sebagai pelakul tindak pidanal dapat dikelompokanl ke dalaml 

beberapa macaml yang terlihatl pada Pasall 55 danl Pasal 56l KUHAP. 

 
Pasall 55 KUHAPl berbunyi: 

1) Dipidanal sebagai pelakul tindak lpidana: 
1. merekal yang lmelakukan, yang menyuruhl melakukan, ataul yang turutl 

melakukan lperbuatan;  
2. merekal yang denganl memberi ataul menjanjikan sesuatul dengan 

menyalahgunakanl kekuasaan ataul martabat, denganl kekerasan, 
ancamanl atau lpenyesatan, atau denganl memberi lkesempatan, sarana 
ataul keterangan, sengajal menganjurkan orangl lain supayal melakukan 
lperbuatan. 

2) Terhadapl penganjur, hanyal perbuatan yangl sengaja dianjurkanl sajalah 
yangl diperhitungkan, besertal akibat-lakibatnya. 
 

Pasall 56 KUHAPl berbunyi: 

Dipidanal sebagai pembantul kejahatan: 
1) merekal yang sengajal memberi bantuanl pada waktul kejahatan ldilakukan; 
2) merekal yang sengajal memberi lkesempatan, sarana ataul ke- teranganl 

untuk melakukanl kejahatan. 
 

Olehl kedua pasall ini diadakanl lima golonganl peserta tindakl pidana, 

lyaitu: a) yangl melakukan perbuatanl (plegen,dederl), b) yangl menyuruh 

melakukanl perbuatan (doenl plegen, middelijkel deder), cl) yang turutl serta 

melakukanl perbuatan (lmedeplegen, mededader), dl) yang membujukl supaya 

perbuatanl dilakukan (luitlokken, uitlokker), danl e) yangl membantu perbuataml 

(medeplichting lzijn, medeeplichtige).36 Dil dalam peristiwal pidana yangl dapat 

diartikanl sebuah peristiwal pidana harusl memenuhi syaratl-syarat lberikut: 

                                                                                                                                      
35 Gunaidi, Ismi dan Efendi, Joenadi., Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana, 

Jakarta: Kencana Prenada Group, 2014, hal. 40. 
36 Prodjodikoro, Wirjono, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia, Bandung: Redaksi 

Refika,2003, hal. 117-118. 
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a. Harusl ada suatul perbuatan, yaitul suatu kegiatanl yang dilakukanl seseorang 

ataul sekelompok lorang. 

b. Perbuatanl harus sesuail sebagaimana yangl dirumuskan dalaml Undang-

lUndang. Pelakunya harusl telah melakukanl suatu kesalahanl dan harusl 

mempertanggungjawabkan lperbuatannya. 

c. Harusl ada kesalahanl yang dapatl dipertanggungjawabkan. lJadi, perbuatan 

itul memang dapatl dibuktikan sebagail suatu perbuatanl yang melanggarl 

ketentuan lhukum. 

d. Harusl ada ancamanl hukumannya. Denganl kata llain, ketentuan hukuml 

yang dilanggarl itu mencantumkanl sanksinya.37 

Berdasarkanl urian dil atas, dapatl disimpulkan bahwa unsurl-unsur 

tindakl pidana yaitu adanyal niat daril diri pelakul sendiri, adanyal perbuatan 

yangl mana perilakul yang dapatl melawan aturanl hukum, pelakul yang manal 

subjek hukuml yang melakukanl suatu perbuatanl yang dilarangl oleh lhukum, 

dan adanyal sanksi pidanal yang mengaturl tentang perbuatanl atau kejahatanl di 

dalaml KUH lPidana. 

3. Jenisl-Jenis Tindakl Pidana  

Prasetyol membagi jenisl-jenis tindakl pidana menjadil lima ljenis, yaitu 

pelanggaranl dan lkejahatan, delik formall dan delikl material, delikl dolus danl 

delik lculpa, delik commissionisl dan delikl omissionis, danl delik aduanl dan 

                                                 
37 Masriani, Yulius Tiena,  Pengantar  Hukum  Indonesia,  Jakarta:  Sinar Grafika, 2014, 

hal. 63. 
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delikl biasa (bukanl aduan).38 Adapunl penjelasan daril masing-masingl jenis 

tindakl pidana sebagail berikut. 

a. Pelanggaranl dan lKejahatan. Perbuatan-perbuatanl yang didasaril oleh 

masyarakatl sebagai suatul tindak pidanal karena Undangl-Undang 

menyebutkanl  sebagai  ldelik.  Kejahatan adalahl perbuatan yangl 

melanggar danl bertentangan denganl apa yangl ditentukan dalaml kaidah 

danl tegasnya, perbuatannl yang melanggarl larangan yangl ditetapkan 

dalaml kaidah hukuml dan tidakl memenuhi ataul melawan perintahl yang 

telahl ditetapkan dalaml kaidah hukuml yang berlakul dalam lmasyarakat. 

b. Delikl Formal (Formill) dan Delikl Material (Materiill). Delik formall adalah 

delikl yang dianggapl selesai denganl dilakukannya perbuatanl itu, ataul 

dengan perkataanl lain titikl beratnya beradal pada perbuatanl itu lsendiri. 

Tidak dipersalahkanl apakah lperbuatannya, sedangkan akibatnyal hanya 

merupakanl aksidentalia (hall yang lkebetulan). Contoh delikl formal adalahl 

Pasal 362l (pencurian), Pasall 160 (penghasutanl), dan Pasall 209-210l 

(penyuapan). Sebaliknyal jika delikl materilal titikl beratnya padal akibat 

yangl dilarang, delikl itu dianggapl selesai jikal akibatnya sudahl terjadi, 

bagaimanal cara melakukanl perbuatan itul tidak menjadil masalah. 

Contohnyal adalah Pasall 338 (pembunuhanl), yang terpentingl adalah 

matinyal seseorang, caranyal boleh denganl mencekik, lmenusuk, 

menembak, danl sebagainya. 

                                                 
38 Prasetyo, Teguh,  Hukum Pidana, Edisi Revisi, Jakarta: Raja  Grafindo Persada, 2010, 

hal. 57-62. 
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c. Delikl Dolus danl Delik lCulpa. Dolus danl Culpa merupakanl bentuk 

kesalahanl yang akanl dibicarakan tersendiril di lbelakang. Yang manal delik 

Dolusl adalah delikl yang memuatl unsur kesengajaanl itu mungkinl dengan 

katal-kata yangl tegas, denganl sengaja, tetapil mungkin jugal dengan katal-

kata lainl yang lsenada, seperti ldiketahuinya, dan lsebagainya. Contohnya 

adalahl Pasal l162, 197, l310, 338, danl masih banyakl lagi. Sedangkanl Delik 

Culpal di dalaml rumusannya memuatl unsur kealpaanl dengan katal karena 

lkealpaanya, misalnya padal Pasal l359, 360, l195. Di dalaml beberapa 

terjemahanl kadang-kadangl dipakai istilahl karena lkesalahnya. 

d. Delikl Commissionis danl Delik lOmissionis. Pelanggaran hukuml dapat 

berbentukl berbuat sesuatul yang dapatl dilarang ataul tidak berbuatl sesuatu 

yangl diharuskan (tol commit = lmelakukan, to omitl = meniadakan). Delikl 

Commissionis barangkalil tidak terlalul sulit ldipahami, misalnya berbuatl 

mengambil, lmenganiaya, menembak, lmengancam, dan lsebagainya. 

Sendangkan Delikl Omissionis dapatl kita jumpail pada Pasall 522 (tidakl 

dating menghadapl ke pengadilanl sebagai lsaksi), Pasal 164l (tidak 

melaporkanl adanya pemufakatanl jahat). 

e. Delikl Aduan danl Delik Biasal (Bukan Aduanl). Delik aduanl (klachdelict) 

dalahl tindak pidanal yang penuntutanyal hanya dilakukanl atas dasarl 

adanya pengaduanl dari pihakl yang berkepentinganl atau lterkena. Misalnya 

lpenghinaan, perzinahan, lpemerasan. Jumlah delikl ini tidakl banyak 

terdapatl di dalaml KUH lPidana. Siapa yangl dianggap lberkepentingan, 

tergantung daril jenis deliknyal dan ketentuanl yang lada. Untu perzinahanl 
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misalnya, yangl berkepentingan adalahl suami ataul istri yangl bersangkutan. 

Terdapatl dua jenisl delik laduan, yaitu delikl aduan labsolute, yang 

penuntutannyal hanya berdasarkanl pengaduan, danl delik aduanl relative 

disinil karena adanyal hubungan istimewal antara pelakul dengan lkorban, 

misalnya pencurianl dalam keluargal (Pasal 367l ayat (2l) dan (3l)) 

Membagil suatu kelompokl benda ataul manusia dalaml jenis-jenisl 

tertentu ataul mengklafikasikan dapatl sangat bermacaml-macam sesuail dengan 

kehendakl yang menklafikasikanl atau lmengkelompokan, yaitu menurutl dasar 

apal yang ldiinginkan, demikian pulal halnya denganl tindak lpidana. Maka 

sesuail dengan pendapatl Prasetyo jenisl tindak pidanal terbagi menjadil lima 

ljenis, yaitu pelanggaranl dan lkejahatan, delik formall dan delikl material, delikl 

dolus danl delik lculpa, delik commissionisl dan delikl omissionis, danl delik 

aduanl dan delikl biasa (bukanl aduan). 

4. Penerapan Hukum Pidana 

Penerapanl merupakan tindakanl-tindakan yangl dilakukan baikl oleh 

individul-individu ataul kelompok-kelompokl yang diarahkanl pada tercapainyal 

tujuan yangl telah digariskanl dalam lkeputusan. Dalam hall ini, penerapanl 

adalah pelaksanaanl sebuah hasill kerjal yangl diperolehl melaluil sebuahl caral 

agarl dapatl dipraktekkanl kedalaml lmasyarakat.39 Sedangkanl Nugrohol 

penerapanl adalah cara yangll dilakukan lagarl dapat lmencapail tujuan lyangl 

dinginkan.40 

                                                 
39 Wahab, Tujuan Penerapan Program, Jakarta: Bulan Bintang, 2008, hal. 63. 
40 Nugroho, Riant, Prinsip Penerapan Pembelajaran, Jakarta: Balai Pustaka, 2003, hal. 158. 
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lPenerapanl merupakan lsebuahl tindakan yangl ldilakukan, baikl secara 

lindividul maupun lkelompokl dengan lmaksudl untuk lmencapail tujuan lyangl 

telah lldirumuskan. Secara lbahasal penerapan ladalahl hal, caral latau lhasil.41 

Menurutl Alil penerapanl adalahl lmempraktekkan, lmemasangkan, ataul 

lpelaksanaan.42 Penerapanl adalahl perbuatanl lmenerapkan, penerapanl adalahl 

suatul perbuatanl mempraktekkanl suatul lteori, lmetode, danl hall lainl untukl 

mencapail tujuanl tertentul danl untukl suatul kepentinganl yangl diinginkanl olehl 

suatul kelompokl ataul golonganl yangl telahl terencanal danl tersusunl 

lsebelumnya. 

lHukuml dapat ldidefenisikanl dengan lmemilihl satu ldaril lima 

lkemungkinanl, yaitu: lsesuail sifat-lsifatnyal yang lmendasarl (logis, llrelijius, atau 

lpunl etis), lmenurutl sumbernya (lundangl-undang), lmenurutl efeknya ldil dalam 

lkehidupanl masyarakat, lmenurutl metode lpernyataanl formalnya lataul 

pelaksanaan llotoritasnya, dan lmenurutl tujuan lyangl ingin ldil capainya.43 

lAdapunl beberapa ldefenisil hukum lmenurutl para llpakar, sebagai lberikutl : 

a. lCeorgl Frenzel lyangl berpaham llsosiologi, “hukum lhanyal merupakan lsuatul 

rechtgewohnheiten.” 

b. lHolmesl yang lberpahaml realis, “hukuml ladalah apal lyang diramalkanl lakan 

diputuskanl loleh lpengadilan”. 

c. lPaull Bohannan lyangl berpaham lantropologisl , “hukum lmerupakanl 

himpunan lkewajibanl yang ltelahl di llembagakanl dalam lpranatal hukum”. 

                                                 
41 Badudu & Zain, Sutan Mohammad, Efektifitas Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, 

2010, hal. 1487. 
42 Lukman Ali, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, Surabaya: Apollo, 2007, hal. 104 
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d. lKarll Von lSavignil yang lberpahaml Historis, “lkeseluruhanl hukum 

lsungguhl-sungguh lterbentukl melalui lkebiasaanl dan lperasaanl kerakyatan 

lyaitul melalui lpengoperasianl kekuasaan lsecaral diam-lldiam. 

e. lEmmanuell Kant lyangl berpaham lhukuml alam, “lhukuml adalah 

lkeseluruhanl kondisi-lkondisil dimana lterjadil kombinasi lantaral keinginan 

lpribadil seseorang ldenganl keinginan lpribadil orang llainl sesuai ldenganl 

hukum lumuml tentang llkemerdekaan”. 

f. lHansl Kelsen lyangl berpaham llpositivis, “hukum ladalahl suatu lperintahl 

memaksa lterhadapl tingkah llakul manusia”.44 

lBerdasarkanl pengertian-pengertian tersebut di atas baik pengertian 

penerapan maupun pengertian hukum, dapat disimpulkanl bahwa lkatal 

penerapan lbermuara padal laktifitas, adanyal laksi, ltindakan, latau mekanismel 

lsuatu lsistem. lUngkapan mekanismel lmengandung artil lbahwa penerapanl 

lbukanl sekedar laktifitasl , tetapi lsuatul kegiatan lyangl terencana ldanl dilakukan 

lsecaral sungguh-lsungguhl berdasarkan lacuanl norma lataul aturan-laturanl 

tertentu luntukl mencapai ltujuanl kegiatan. Jadi penerapan lhukuml dapat 

diartikanl sebagai suatul kegiatan atau mekanisme yangl dilakukan secara benar 

berdasarkanl tatal aturanl sebagail suatul sisteml aturanl-aturanl tentangl perilakul 

lmanusia, yangl dapat dipaksakan pelaksanaannya denganl suatu sanksi.  

B. Tinjauan Umum tentang Skimming  

1. Pengertianl Skimmingl 

                                                                                                                                      
43 Syahrani, Riduan, Rangkuman Intisari Ilmu Hukum, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2009, 

hlm 18. 
44 Syahrani, Riduan, Ibid, hlm 18. 
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Skimmingl merupakan tindakan pencurianl informasi kartul kredit ataul 

debit denganl cara menyalinl informasi yangl terdapat padal strip magneticl kartu 

secaral ilegal dimana stripl ini adalahl garis lebarl hitam yangl berada dil bagian 

belakangl kartu debitl yang fungsinyal kurang lebihl seperti pital kaset ataul 

material feromagnetikl yang dapatl dipakai untukl menyimpan datal-data milikl 

nasabah.45 Skimming berbedal dengan phishingl dan cyberl mallware yangl 

langsung mendapatl seluruh datal nasabah. Padal skimming, prosesl pembobolan 

jugal melibatkan prosesl memperoleh kombinasi password nasabahl agar 

pelakul skimming dapatl mengakses mesinl anjungan tunai mandiri untuk 

menggunakan data nasabah dan untuk memperoleh kombinasi password 

nasabah. 

Skimming merupakan salah satu kejahatan dunia maya yang terjadi 

belakangan ini yang memanfaatkan teknologi dan informasi. Kejahatan 

skimming ini merupakan kejahatan terkait dengan privasi seseorang.46
 

Skimming merupakan modus kejahatan berupa pengganda data kartu ATM 

nasabah menggunkan alat yang ditempatkan pada card reader, dengan cara 

menempatkan alat yang dibentuk sedemikian rupa menyerupai sebuah card 

reader. Pelaku menggunakan modus ini ketika nasabah memasukkan kartu 

ATM ke mesin secara otomatis alat tersebut dapat menggandakan data dan 

menyalin pin nasabah, dan kemudian pelaku menggunakan kartu palsu yang 

                                                 
45 Mansur, Dikdik M. Arief & Gultom, Elisatris, Cyber Law Aspek Hukum Teknologi 

Informasi, Bandung: Refika Aditama, 2005, hal. 10. 
46 Ibid, hal. 10. 
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sudah disiapkan untuk mengambil uang nasabah dengan cepat dan umumnya 

nasabah tidak menyadari telah menjadi korban skimming.47 

Skimming dapatl dilakukan denganl beberapa lcara, dan cara yang palingl 

sederhana adalahl dengan mengintipl melalui belakangl bahu nasabahl saat 

nasabahl memasukkan password, atau dapatl dilakukan denganl memasang 

kameral untuk merekaml gerakan jaril nasabah saatl memasukkan password 

ataul yang lebih canggihl lagi dilakukanl penggantian papanl tombol padal mesin 

anjungan tunai mandiri olehl pelaku sehinggal kombinasi password nasabah 

akanl terekam secaral otomatis saatl nasabah menekanl papan ltombol.  

Pelakul bisa mendapatkanl data nomorl kartu kreditl atau kartu ATM 

denganl menggunakan perangkatl elektronik kecill (skimmer) untukl menggesek 

kartul lalu menyimpanl ratusan nomorl kartu ATM korbanl dan melalui skimmerl 

para pelakul menduplikasi datal strip magnetic padal kartu ATMl korban lalu 

menggandakan kel kartu ATMl kosong. Prosesl ini bisal dilakukan denganl cara 

lmanual, seperti pelakul kembali kel mesin anjungan tunai dan mengambill data 

yangl sudah disiapkanl sebelumnya ataul bila menggunakanl alat skimmerl yang 

lebihl canggih, datal-data yangl telah dikumpulkanl dapat di akses daril mana 

punl secara nirkabell melalui internet ataupun smartphone.48 

Berdasarkanl uraian dil atas, dapatl dipahami bahwal skimming 

merupakanl teknikl mengumpulkan informasil sebuah kartul kredit ataul kartu 

ATMl dengan caral menempatkan alatl yang biasal disebut lskimmer. Alat inil 

bertugas merekaml jejak penggunaanl sebuah kartul kredit ataul kartu lATM. 

                                                 
47 Ramdhan, Jovin Ganda & Sumiyati, Op Cit, hal. 89. 
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Jika alatl ini dipasangl dalam sebuahl mesin lATM, otomatis semual kartu yangl 

keluar masukl di mesinl tersebut akanl terekam datal dan laktifitasnya. Skimming 

merupakan kegiatan menggandakan informasi yang terdapat dalam pita 

magnetik (magnetic stripe) yang terdapat pada kartu kredit maupun ATM/ 

debit secara illegal. Artinya dapat disimpukan bahwa skimming merupakan 

suatu kejahatan yang dilakukan untuk menggandakan data yang terdapat pada 

pita magnetik yang ada pada kartu kredit maupun ATM/debit untuk memiliki 

kendali atas kartu tersebut atau rekening tersebut. 

 

2. Karakteristik Kejahatan Skimming  

Skimming merupakan salah satu kejahatan berbasis teknologi. Saat ini 

jenis kejahatan yang berbasis teknologi telah mengalami perkebangan yang 

sangat pesat dengan berbagai macam bentuk modus operasi baru. Modus-

modus operasi tersebut memiliki karakteristik yang memudahkan untuk dapat 

membedakan antara kejahatan teknologi dan kejahatan konvensional. 

Kejahatan berbasis teknologi memiliki karakteristik yang dapat membedakan 

dengan kejahatan konvensional, antara lain: 

a. Kejahatan tersebut biasanya tidak terlepas dari sistem elektronik dan 

sistem digital atau computerized, beserta sarana penunjangnya yaitu data, 

program, dan sistem.  

                                                                                                                                      
48 Mansur, Dikdik M. Arief & Gultom, Elisatris, Ibid, hal. 10. 
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b. Toknologi sendiri dalam hal ini dijadikan sebagai alat/sarana melakukan 

kejahatan, dan objek/sarana dalam melakukan kejahatan maupun subjek/ 

sarana dalam melakukan suatu kejahatan.  

c. Kejahatan tersebut biasanya memanipulasi atau menyalahgunakan suatu 

teknologi sehingga teknologi tersebut tidak berjalan sebagaimana mestinya 

(sesuai kehendak pelaku). 

d. Perbuatan tersebut biasanya dilakukan secara illegal, tanpa hak, dan tidak 

etis. Sifat dari perbuatan tersebut mengikuti sifat dari suau teknologi yaitu 

intangible, virtual, dan borderless.  

e. Kerugian yang ditimbukan biasanya tidak bersifat material saja, namun 

juga bersifat immaterial (waktu, privasi, keamanan, dan lain-lain). 

f. Pelaku kejahatan berbasis teknologi biasanya adalah orang ahli/terpelajar 

yaitu orang-orang yang memiliki kemampuan dan keahlian dalam 

pemanfaatan dibidang teknologi.  

g. Pelakul kejahatan sulitl untuk dilacak dan ditemukan, karenal dalam bidang 

teknologil dan informasi identitasl seseorang dapatl disamarkan dengan 

lsempurna. 

h. Seperti pelakul dunia ITl (Information Tecnology) lainnyal para pelaku 

dalam bidang ITl umumnya menyukai suatu tantangan. Semakin canggih 

suatu teknologi maka para pelaku semakin terdorong untuk mencari 

kelemahan dari sistem tersebut, namun ketika sudah menemukan 

kelemahan dari suatu teknologi yang baru para pelaku memanipulasi atau 

menyalahgunakan teknologi tersebut untuk melakukan suatu kejahatan. 
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i. Korbanl kejahatan berbasisl teknologi umumnyal tidak melaporkanl kejadian 

yang ldialaminya, karena pada umumnya mereka tidak menyadari menjadi 

korban kejahatan, ketidak percayaan kepada penegak hukum, dan 

ketekuatan akan menimbulkan kerugian atau pengeluaran yang berlebih.49 

Peran teknologi di bidang perbankan sangat penting, sebab sudah bisa 

dipastikan sistem di dunia perbankan tidak bisa terlepas dari teknologi yang 

menjadi   penopangnya.  Semakin  pesatnya  perkembangan  dan  kompleks 

fasilitas yang disediakan dalam pelayanan perbankan, maka semakin 

berkembang  dan  komples  pula  teknologi  yang   digunakan.  Perkembangan 

teknologi yang digunakan pada dunia perbankan sudah menjadi suatu 

keharusan karena selain bisa memudahkan operasional dalam internal bank 

sendiri, juga mampu memberikan kemudahan pelayanan kepada nasabah 

bank. Jika pada masa ini produk yang ditawarkan oleh seluruh bank memiliki 

kesamaan, maka yang menjadi persaingan dalam dunia perbankan saat ini 

adalah bagaimana memberikan produk yang serba mudah dan serba cepat.50
 

Umumnya pelaku kejahatan skimming dalam melakukan aksinya 

pelaku meletakkan alat skimmer dimesin ATM yang di mana alat ini berguna 

untuk menggandakan data dari ATM korbannya, jadi ketika sang korban 

melakukan transaksi menggunakan mesin ATM yang telah dipasangi alat 

skimmer data dari kartu ATM korban otomatis akan terekeam dalam mesin 

skimmer. Kemudian data yang sudah didapat tersebut dipindahkan kel dalam 

                                                 
49 Kusuma, Mahesa Jati, “Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Ban yang Menjadi 

Korban Kejahatan di Bidang Perbankan”, Al’ Adl, Vol. V, No. 9, Januari-Juni 2013, hal. 33. 
50 Prasetya, Ronny, Pembobolan ATM, Tinjauan Hukum Perlindungan Nasabah Korban 

Kejahatan Perbankan, Jakarta: Prestasi Pustaka, 2010, hal. 27. 
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kartul ATM palsu yang telahl disiapkan olehl pelaku dan selanjutnya pelaku 

dengan bebas dapat mengambil uang korban menggunakan kartu ATM palsu 

yang sudah berisi data korban.51
 

Skimmer bukanlah satu-satunya alat yang digunakan dalam kejahatan 

skimming, para pelaku biasanya juga memanfaatkan kamera pengintai (spy 

cam)  untuk  melihat  gerakan  jari  korban  ketika memasukan pin kartu ATM 

untuk melakukan transaksi, akan tetapi cara ini sendiri sudah jarang 

digunakan karena semakin canggih alat skimmer yang dimiliki oleh pelaku 

kejahatan.  Laman  Stuff  Work  melaporkan  bahwa  saat ini telah muncul alat 

skimmer baru yang dapat membaca pin ATM korban dan canggihnya lagi alat 

tersebut bisa langsung mengirimkan data-data korban kepada pelaku melalui 

sms. Berikut sistematis cara kerja pelaku skimming: 

a. Pelaku mencari target mesin ATM yang ingin dipasangi skimmer, biasaya 

kriteria yang dicari adalah yang tidak terdapat penjaga dan tidak memiliki 

kamera pengawasan. 

b. Pelaku memulai aksi pencurian data dengan memasang alat skimmer pada 

mulut mesin ATM tempat memasukkan kartu. 

c. Melalui alat skimmer ini pelaku menggandakan data yang terdapat pada 

magnetic stripe dan kemudian menduplikasi data tersebut kedalam kartu 

ATM kosong. Proses ini biasa dilakukan dengan cara menual, para pelaku 

kembali kemesin ATM untuk mengambil chip data yang telah disiapkan 

                                                 
51 Setiawan, Dian Alan, Op Cit, hal. 183-184. 
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sebelumnya, atau bila pelaku menggunakan alat yang lebih canggih data 

tersebut dapat diakses dari mana pun umumnya diakses melalui sms.52 

3. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Kejahatan Skimming 

Terjadinya suatu kejahatan tidak terlepas dari adanya faktor-faktor 

yang dapat menyebabkan terjadinya suatu kejahatan itu sendiri. Kejahatan 

skimming melalui mesin sendiri ada beberapa faktor penyebabnya: 

a. Denny Sugiri, Auditor Information Security Manegement Sistem (ISMS) 

dikutip dari Liputan 6, menyatakan bahwa salah satu faktor penyebab 

terjadinya kejahatan skimming adalah kurangnya penerapan analisa resiko 

dari pihak bank. Pihak bank harus melakukan analisa terhadap 

permasalahan pada Update System serta control keamanan dan informasi 

agar kejahatan skimming ini tidak terjadi lagi, keamanan dan analisa resiko 

pihak bank dipastikan dapat mengurangi terjadinya kejahatan skimming.53 

b. Lembaga keamanan siber Communication and Information System 

Security Research Center mengemukakan terkait faktor penyebab 

terjdinya kejahatan skimming, menjelaskan bahwa salah satu faktor 

tejadinya tindak kejahatan skimming adalah mesin-mesin tersebut masih 

menggunakan sistem operasi Windows XP yang mana dari tahun 2014 

sistem tersebut sudah tidak dianjurkan lagi untuk digunakan oleh pihak 

Microsof. Mereka juga menjelaskan mesin-mesin ATM yang ada di 

                                                 
52 Maulana, Adhi, Begini Cara Kerja <i> Skimming <i> Kartu ATM, Online: https://www. 

liputan6.com/tekno/read/2049670/begini-cara-kerja-iskimmingi-kartu-atm, diakses tanggal 12 
Maret 2022, pukul 11.12 Wib.  
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Indonesia masih sangat kurang memadai dalam hal faktor keamanan siber 

dalam sistem, dan juga keamanan dari setiap ATM itu sendiri.54 

Kedua faktor di atas umumnya menjadi penyebab terjadinya tindak 

pidana skimming di Indonesia, serta kurangnya wawasan dari masyarakat 

Indonesia mengenai perkembangan teknologi dan dampak kejahatan dari 

perkembangan itu menjadikan kejahatan dunia maya seperti tindak pidana 

skimming sering terjadi, dan seperti yang sudah dipaparkan sebelumnya 

bahwa umumnya korban kejahatan tidak mengetahui bahwa dirinya tlah 

menjadi korban tindak pidana skimming. 

4. Modus Operandi Kejahatan Skimming 

Modus operandi berasal dari bahasa Latin yang memiliki arti prosedur 

atau cara untuk bergerak tau cara untuk melakukan sesuatu. Sesorang dapat 

disebut sebagai penjahat atau pelaku suatu tindak pidana apabila seseorang 

telah melakukan sesuatu tindak perbuatan yang di mana perbuatan tersebut 

dapat dijatuhi hukaman atau telah melanggar atau melakukan sesuatu 

perbuatan yang telah diatur dalam suatu aturan yang berlaku. Modus Operandi 

merupakan bentuk suatu operasi dari perorangan maupun kelompok yang 

melakukan suatu tindak kejahatan. Pengertian modusl operandi sendiri dalaml 

                                                                                                                                      
53 Iskandar, Penyebab Terjadinya Pembobolan ATM, Online: https://www.liputan6.com/ 

tekno/read/2049837/ini-penyebab-terjadinya-pembobolan-mesin-atm, diakses tanggal 12 Maret 
2022, pukul 12.20 Wib. 

54 Murdaningwsih, Dwi, Ini Sebab Marak Skimming di Perbankan Indonesia, Online: 
https://www.republika.co.id/berita/ekonomi/keuangan/18/03/27/p692t4368-ini-sebab-marakskimm 
ing-di-perbankan-indonesia, diakses tanggal 12 Maret 2022, pukul 13.22 Wib. 
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lingkup kejahatanl adalah suatu operasi, lcara, atau teknikl khusus yang dimiliki 

oleh perorangan atau kelompok dalam melakukan suatu tindak kejahatan.55 

Definisi lain dari modus operandi adalah modus yang digunakan oleh 

seorang penjahat maupun kelompok penjahat dalam melakukan suatu tindak 

pidana. Aparat penegak hukum dalam memberantas tindak pidana yang 

umumnya mereka melakukakan penelitian untuk mencari tahu modus seperti 

apa yang dilakukan para pelaku tindak pidana sebelum dilakukannya suatu 

penangkapan terhadap pelaku kejahatan. Sifat dari modus operandi sendiri 

adalah berulang.  

Umumnya kepentingan yang diutamakan dalam sudut pandang 

masyarakat adalah melindungi atau mencegah terjadinya suatu tindak 

kejahatan pada masa yang akan datang dan tidak terlalu menitikberatkan pada 

rasa balas dendam atas kejahatan yang dilakukan oleh pelaku tindak 

kejahatan. Dalam kejahatan yang berkaitan dengan teknologi yang berbasis 

komputer dan jaringan telekomunikasi terdapat beberapa modus operandi 

yang dikelompokkan sebagi berikut,56 yaitu: 

a. Unauthorizedl access tol computer systeml and lservice, merupakan suatu 

bentuk kejahatanl yang dilalukan untuk memasukil atau membuka sisteml 

jaringan komputerl secara tidakl sah atau tidak memiliki izinl dari pemilikl 

sistem jaringanl komputer. Adapun bentuk dari kejahatanl ini seperti 

sabotase dan pencurian suatu informasi yang pentingl dan lrahasia. 

                                                 
55 Alfitra, Modus Operandi Pidana Khusus di Luar KUHP, Jakarta: RAS, 2014, hal, 28. 
56 Mansur, Dikdik M. Arif & Gultom, Elisatris, Op Cit, hal. 40. 
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b. Illegall contents, merupakanl bentuk kejahatan memberikan atau suatu datal 

atau informasil mengenai sesuatu kedalam dunia maya (internet) yang di 

mana data dan informasi tersebut tidak benar, kemudian melanggar aturan 

yang ada, serta menggagu ketertibanl umum. 

c. Datal forgery, merupakanl bentuk kejahatan memlasukan datal yang 

terdapat pada dokumenl-dokumen pentingl melalui jaringan internet yang 

tersimpanl dalam scriptless ldocument. Kejahatan inil biasanya ditujukanl 

untuk dokumenl-dokumen el-commerce denganl membuat seolahl-olah 

terjadil “salah ketikl” dan pada akhirnyal memberikan keuntungan kepada 

pelaku karna korbanl akan memasukkanl data pribadil atau nomor kartul 

kredit yangl dapat ldisalahgunakan. 

d. Cyberl espionage, merupakanl bentuk kejahatan yangl menggunakan 

jaringan internetl untuk melihat secara diam-diam data suatu pihak. 

Kejahatan ini biasanya sering terjadi dalam persaingan suatu bisnis yang di 

mana salah satu pihak menyimpan suatu data atau dokumen-dokumen 

yang penting dalam suatu sistem komputerisasi. 

e. Offence against intellectual property, merupakan suatu bentuk kejahatan 

yang di tujukan kepada hak kekayaan intelektual seseorang dijaringan 

internet. Sebagai contoh pembuatan tiruan suatu situs web page milik 

orang lain secara illegal, penyiaran suatu informasi di internet yang 

merupakan rahasia dagang miliki orang lain. 

f. Infringements of privacy, merupakan suatu bentuk kejahatan yang 

ditujukan terhadap informasi seseorang yang sangat penting dan hal yang 
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sangat pribadi yang dimiliki oleh seseorang. Kejahatan ini biasanya 

dilakukan terhadap informasi pribadi dan keteranganl pribadi seseorangl 

yang terdapat dalam formulirl data yangl tersimpan secaral komputerisasi. 

yangl apabila diketahuil oleh orangl lain, makal dapat merugikanl orang 

secaral materil maupunl imateril, sepertil nomor kartul kredit, nomorl PIN 

lATM, keterangan tentangl cacat ataul penyakit ltersembunyi, dan 

lsebagainya.57 

Berdasarkan penjelasan dari keenam pengelompokan modus operandi 

dalam kejahatan yang berkaitan dengan teknologi yang berbasis komputer dan 

jaringan telekomunikasi apabila melihat kepada objek dari tindak pidana 

skimming ini maka tindak pidana skimming ini masuk ke dalam kategori 

infringements of privacy yang mana objek dari tindak pidana skimming ini 

adalah informasi dan data pribadi dari seseorang.  

C. Tinjauan Umum tentang Cyber Crime 

1. Pengertian Cyber Crime  

Internet (cyber space) telah mengubah jarak dan waktu menjadi tidak 

terbatas, internet digambarkan sebagai kumpulan jaringan komputer yang 

yang terbentuk dari jaringan yang lebih kecil dan memiliki sitem jaringan 

yang berbeda-beda.58 Pesatnya perkembangan kemajuan teknologi dan 

komputer pada saat ini tak terlepas karena adanya temuan terhadap teknologi 

yang dapat menyambungkan antar jaringan komputer (networking) dan 

internet. Namun perkembangan yang yang begitu pesat ini diikuti pula dengan 

                                                 
57 Maskun, Kejahatan Siber Cyber Crime, Jakarta: Kencana, 2013, hal. 50. 
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adanya bagian lain dari perkembangan ini yang mengarah kepada tindak 

kejahatan dalam modus baru, yang dikenal dengan istilah cyber crime. 

Cyber crime merupakan kejahatan yang berbeda dengan kejaharan 

konvensional (street crime). Cyber crime muncul bersamaan dengan lahirnya 

revolusi teknologi informasi. Sebagimana dikemukakan oleh Ronni R. 

Nitibaskara bahwa interaksi sosial yang meminimalisir kehadiran secara fisik, 

merupakan ciri lain revolusi teknologi informasi. Penyimpangan sosial 

menyesuasikan bentuk dn karakter baru dalam kejahatan.59 

Cybercrime sendiri merupakan kejahatan yang dilakukan 

menggunakan jaringanl sistem komputerl yang merupakanl sistem elektronikl 

yang dapatl dilihat secaral virtual menggunakan jaringan internet danl 

menjadikan   pengguna   internet   lainya   sebagai   korban   atau   sasarannya. 

Beberapa bentuk kejahatan cyber adalah seperti memanipulasi data, spionase, 

hacking, penipuan kartu kredit orang (carding), merusak sistem (cracking), 

penyalinan data dari kartu ATM (Anjungan Tunai Mandiri) (skimming ATM), 

dan berbagai macam kejahatan lainya. Kejahatan ini merupakan kejahatan 

yang sulit dibasmi mengingat para pelaku adalah para ahli di bidangnya.60 

Cyber crime adalah kejahatan yang dilakukan dengan menggunakan 

internet atau dunia maya. Yang menjadi alat, sasaran, tempat tempat 

terjadinya kejahatan ini adalah aktivitas yang menggunakan komputer atau 

jaringan komputer. Tetapi istilah cyber crime ini juga dapat terjadi di dunia 

                                                                                                                                      
58 Maskun, Ibid, hal. 46. 
59 Mansur, Didik M. Arief & Gultom, Elisatris, Op Cit, hal. 25. 
60 Suhariyanto, Budi, Op Cit, hal. 17. 
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nyata seperti komputer dan atau jaringan komputer itu dapat menjadi alat yang 

mempermudah pelaku melakukan suatu kejahatan.  

Mencermati uraian di atas dapat disimpulkan dalam arti sempit bahwa 

cyber crime adalah computer crime yang ditujukan kepada sistem dan jaringan 

komputer, sedangkan dalam arti yang lebih luas cyber crime adalah bentuk 

kejahatan ditujukan terhadap sistem komputer, jaringan komputer, dan 

penggunanya serta bentuk-bentuk kejahatan tradisional yang sekarang 

dilakukan dengan menggunakan atau dengan bantuan peralatan computer.61 

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa cyber crime 

merupakan suatu tindak pidana yang dilakukan dengan menggunakan jaringan 

teknologi informasi komputer untuk mendapatkan data secara ilegal serta 

dipergunakan  untuk mengambil keuntungan yang tidak sah dan menyebabkan 

kerugian pada masyarakat. Kejahatan dunia maya atau cyber crime adalah 

istilah yang mengacu pada aktivitas kejahatan dengan komputer atau jaringan 

komputer yang menjadi alat, sasaran atau tempat terjadinya kejahatan. 

Termasuk kejahatan dunia maya antara lain adalah penipuan lelang secara 

online, pemalsuan cek, penipuan kartu kredit atau carding, confidence fraud, 

penipuan identitas, pornografi, dan lain-lain. Pembahasan penelitian ini 

difokuskan pada tindak pidana skimming pada sistem elektronik. 

2. Bentuk-Bentuk Cyber Crime 

Kejahatan dunia maya atau cyber crime adalah kejahatan yang 

memanfaatkan suatu teknologi informasi tanpa batas yang memiliki 
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karakteristik yang khas dengan rekaya suatu teknologi yang ditujukan kepada 

suatu informasi yang memiliki keamanan tinggi dan juga kredibilitas tinggi 

yang diakses oleh pengguna internet. Dari penjelasan tersebut dapat dilihat 

bahwa kejahatan dunia maya memiliki ruang lingkup atau cakupan seperti 

pembajakan, pencurian, penipuan, pornografi, pelecehan, fitnah, dan 

pemalsuan.62 Bentukl klasik daril kejahatan inil seperti: 

a. Joyl computing (memakail komputer tanpal izin), 

b. Hackingl (memasuki sisteml jaringan komputerl secara tidakl sah), 

c. Thel Trojanhorse (memanipulasil program lkomputer), 

d. Datal Leakage (pembocoranl data), 

e. Datal Diddling (manipulasil data komputerl) dan perusakanl data 

lkomputer.63 

Cyber crime atau kejahatan yang menggunakan komputer dan jaringan 

telekomunikasi atau internet sebagai media terbagi dalam beberapa bentuk: 

a. Unauthorized access to computer system and service, merupakan suatu 

bentuk kejahatan yang dilalukan untuk memasuki atau membuka system 

jaringanl komputer secaral tidak sahl atau tidak memiliki izinl dari pemilikl 

sistem jaringanl komputer. Adapun bentuk dari kejahatan ini seperti 

sabotase dan pencurian suatu informasi yang pentingl dan lrahasia. 

b. Illegall contents, merupakanl bentuk kejahatan memberikan atau suatu datal 

atau informasil mengenai sesuatu ke dalam dunia maya (internetl) yang di 

                                                                                                                                      
61 Tianotak, Nazarudin, “Urgensi Cyberlaw di Indonesia dalam Rangka Penangan 

Cybercrime di Sektor Perbankan”, Jurnal Sasi, Vol. 17, No. 4, Oktober-Desember 2011, hal. 21. 
62 Maskun, Op Cit, hal. 50. 
63 Kusuma, Mahesa Jati, Op Cit, hal. 32. 
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mana data dan informasi tersebut tidak benar, kemudian melanggar aturan 

yang ada, serta menggagu ketertiban umum. 

c. Data forgery, merupakan bentuk kejahatan memlasukan data yang terdapat 

pada dokumen-dokumen penting melalui jaringan internet yang tersimpan 

dalam scriptless document. Kejahatan ini biasanya ditujukan untuk 

dokumen-dokumen e-commerce dengan membuat seolah-olah terjadi 

“salah ketik” dan pada akhirnya memberikan keuntungan kepada pelaku 

karna korban akan memasukkan data pribadi atau nomor kartu kredit yang 

dapat disalah gunakan. 

d. Cyber espionage, merupakan bentuk kejahatan yang menggunakan 

jaringan   internet   untuk   melihat   secara   diam-diam  data  suatu  pihak. 

Kejahatan ini biasanya sering terjadi dalam persaingan suatu bisnis yang di 

mana salah satu pihak menyimpan suatu data atau dokumen-dokumen 

yang penting dalam suatu sistem komputerisasi. 

e. Offence against intellectual property, merupakan suatu bentuk kejahatan 

yang ditujukan kepada hak kekayaan intelektual seseorang dijaringan 

internet. Sebagaai contoh pembuatan tiruan suatu situs web page milik 

orang lain secara illegal, penyiaran suatu informasi diinternet yang 

merupakan rahasia dagang miliki orang lain. 

f. Infringements of privacy, merupakan suatu bentuk kejahatan yang 

ditujukan terhadap informasi seseorang yang sangat penting dan hal yang 

sangat pribadi yang dimiliki oleh seseorang. Kejahatan ini biasanya 
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dilakukan terhadap informasi pribadi dan keterangan pribadi seseorang 

yang terdapat dalam formulir data yang tersimpan secara komputerisasi.64 

Cybercrimel di Indonesial terjadi sejakl tahun l1983, terutama dil bidang 

lperbankan. Setiap tahunnya sampail saat inil di Indonesial banyak terjadil 

cybercrime, seperti pembajakanl program lkomputer, cracking, penipuanl 

penggunaan kartul kredit pihakl lain secaral tidak sahl (carding), pembobolanl 

bank (bankingl fround), lpornografi, menduplikasi danl merekam datal kartu 

ATMl (skimming lATM), termasuk kejahatanl terhadap namal domain (domainl 

name).65 Dari berbagai macam kejahatan cyber tersebut, penelitian ini hanya 

akan mefokuskan pada kejahatan skimming ATM. 

 

                                                 
64 Mansur, Didik M.Arif & Gultom, Elisatris, Op Cit, hal. 40. 
65 Widodo, Op Cit, hal. 29. 
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